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Pembuktian Tidak Sederhana Kepailitan Pengembang
Apartemen di dalam SEMA 3 Tahun 2023
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Abstrak: SEMA No.3 Tahun 2023 memberikan perlakuan khusus teruntuk pengembang apartemen, dengan ketentuan
bahwa permohonan pailit terhadap mereka tidak dapat diajukan melalui mekanisme pembuktian sederhana. Namun,
mengenai frasa “pembuktian tidak sederhana” baik dalam SEMA maupun dalam Undang-Undang Kepailitan
menimbulkan ketidakjelasan dan pertanyaan di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah makna dari
pembuktian tidak sederhana sebagaimana dimaksud dalam SEMA 3 Tahun 2023, guna menjamin kepastian hukum bagi
pihak yang berkepentingan. Penulisan dilakukan dengan analisis terhadap konsep hukum dan perundang-undangan
yang sesuai, serta didukung oleh data dan literatur hukum yang sesuai dengan fokus kajian melalui metode pendekatan
yuridis normatif. Berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 1349 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 jo. Nomor 320/Pdt.Sus-
PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., Mahkamah Agung menilai bahwa perkara pengembang bersifat kompleks dan tidak
memungkinkan untuk dilakukan pembuktian utang secara satu per satu di hadapan Pengadilan Niaga. Oleh karena itu,
perkara seperti ini dianggap tidak memenuhi unsur pembuktian sederhana secara bahasa maupun terhadap Pasal 8 ayat
(4) Undang-Undang Kepailitan. Kompleksitas hubungan hukum dan status kepemilikan unit apartemen yang beragam
menjadi alasan utama di balik ketentuan ini.
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Abstract: SEMA No. 3 of 2023 provides special treatment for apartment developers,
stipulating that bankruptcy petitions against them cannot be filed through a simplified
proof mechanism. However, the phrase “non-simplified proof” in both SEMA and the
Bankruptcy Law has caused confusion and questions among the public. This study aims
to examine the meaning of non-simple proof as referred to in SEMA 3 of 2023, to ensure
legal certainty for interested parties. The writing is conducted through an analysis of legal
concepts and relevant legislation, supported by data and legal literature consistent with
the focus of the study using a normative legal approach. Based on the Supreme Court
Decision No. 1349 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 jo. No. 320/Pdt.Sus-
PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., the Supreme Court ruled that the developer’s case is
complex and does not allow for individual debt proof to be presented before the Commercial
Court. Therefore, such cases are deemed not to meet the elements of simple proof either in
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terms of language or under Article 8(4) of the Bankruptcy Law. The complexity of legal
relationships and the diverse ownership status of apartment units are the primary reasons
behind this provision.
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Pendahuluan

Pailit merupakan kondisi hukum ketika debitur tidak mampu melunasi
kewajibannya kepada kreditur, terutama dalam bentuk pembayaran utang yang telah jatuh
tempo. Keadaan ini biasanya timbul akibat ketidakstabilan finansial atau kondisi financial
distress yang dialami debitur ketika usahanya mengalami kemunduran. Ketidakmampuan
tersebut menjadi salah satu pendorong kreditur untuk memohonkan permohonan pailit
terhadap pihak debitur. Kepailitan ditetapkan melalui putusan yang muncul dalam
persidangan dan mengakibatkan terjadinya sita umum terhadap seluruh harta debitur yang
dimiliki saat ini maupun yang akan diperloleh dimasa mendatang. Proses hukum kepailitan
dapat melalui permohonan PKPU yang gagal mencapai kesepakatan, atau bisa juga
langsung melalui permohonan pailit oleh pihak yang berkepentingan di hadapan
Pengadilan Niaga.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang Merupakan peraturan yang mengatur kepailitan di negara
Indonesia. Undang-undang ini diundangkan pada 18 Oktober 2004 sebagai respons atas
membeludaknya kasus utang piutang yang terjadi di masyarakat, seiring dengan laju
perkembangan ekonomi dan dampak krisis moneter. Secara umum, suatu permohonan
pailit dapat dikabulkan apabila memenuhi ketentuan, terdapat dua atau lebih kreditur dan
utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Kepailitan. Syarat pembuktian tersebut dilakukan secara sederhana menurut Pasal 8 ayat
(4). Menurut Ricardo Simanjuntak, Guru Besar Hukum Kepailitan Indonesia, UU Kepailitan
memiliki dimensi kompleks sebagai upaya hukum yang mendukung terciptanya good
governance dalam praktik bisnis. Fungsinya secara spesifik adalah menyelesaikan sengketa
akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran utang yang terbukti jatuh tempo dan
dapat ditagih.

Lebih dalam, Ricardo menjelaskan bahwa seiring berkembangnya praktik hukum
kepailitan, muncul beberapa penyesuaian terhadap pihak-pihak tertentu. Salah satu bentuk
konkret dari penyesuaian tersebut adalah diterbitkannya SEMA No.3 Tahun 2023. Melalui
SEMA ini, Mahkamah Agung menegaskan terhadap pengembang apartemen tidak dapat
menggunakan mekanisme pembuktian secara sederhana dalam permohonan pailit.

Kekhususan ini menimbulkan persoalan baru, khususnya karena belum adanya
penjelasan yang rinci terkait makna, syarat, serta prosedur “pembuktian tidak sederhana”
dalam regulasi yang berlaku, baik dalam HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
maupun dalam SEMA 3 Tahun 2023 itu sendiri. Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum
di kalangan masyarakat, khususnya bagi pihak pengembang. Atas dasar tersebut diatas,
penulis ingin untuk melakukan penelitian lebih dalam melalui tulisan berjudul
“Pembuktian Tidak Sederhana Kepailitan Pengembang Apartemen di dalam SEMA 3
Tahun 2023”, guna menganalisis sejauh mana pengaturan ini menciptakan kejelasan hukum
bagi para pihak, serta implikasinya terhadap pelaksanaan permohonan pailit oleh
pengembang di Indonesia.
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Metodologi

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang
menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif melalui analisis
terhadap dokumen hukum dan literatur yang relevan. Fokus utama dari penelitian ini
adalah untuk mengkaji makna dari frase "pembuktian tidak sederhana" dalam perkara
kepailitan yang menyangkut pengembang apartemen. Guna menjawab permasalahan
tersebut, digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang untuk menelaah
secara langsung ketentuan hukum yang berlaku, serta pendekatan konseptual yang
mempelajari teori-teori dan pemikiran para ahli hukum berkaitan dengan konsep perjanjian
dan kedudukan bahasa dalam sistem hukum nasional.

Dalam pengumpulan serta pengolahan data, penelitian ini memanfaatkan tiga
kategori bahan hukum. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan,
putusan pengadilan, dan peraturan pemerintah. Selanjutnya, bahan hukum sekunder
terdiri atas karya ilmiah, pandangan pakar hukum, dan artikel dalam jurnal akademik.
Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia, yang berguna untuk
memperdalam pemahaman atas istilah atau konsep tertentu dalam hukum. Teknik analisis
yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, yakni dengan menyusun dan menelaah setiap
sumber hukum secara terstruktur untuk membentuk argumentasi hukum yang utuh dan
bersifat normatif.

Hasil dan Pembahasan

Pailit merupakan kondisi hukum ketika seorang debitur tidak dapat memenuhi
kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditur, khususnya utang yang telah jatuh
tempo. Keadaan ini biasanya disebabkan oleh ketidakstabilan keuangan atau financial
distress yang dialami debitur akibat penurunan performa usaha. Kepailitan ditetapkan
melalui putusan yang muncul dalam persidangan dan mengakibatkan terjadinya sita
umum terhadap seluruh harta debitur yang dimiliki saat ini maupun yang akan diperloleh
dimasa mendatang. Proses ini dapat dimulai dari permohonan penundaan kewajiban
pembayaran utang (PKPU) yang tidak membuahkan kesepakatan, atau langsung dari
pengajuan permohonan pailit oleh pihak yang berwenang ke Pengadilan Niaga.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang Merupakan peraturan yang mengatur kepailitan di negara
Indonesia sejak 18 Oktober 2004. Regulasi ini disusun sebagai respon terhadap persoalan
utang piutang yang berkembang akibat dinamika ekonomi, perdagangan, dan krisis
moneter yang pernah melanda.

Secara normatif, pengajuan pailit dikabulkan oleh pihak Pengadilan Niaga apabila
terpenuhi dua unsur yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu adanya
minimal dua kreditur dan utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Selain itu, Pasal
8 ayat (4) mengharuskan pembuktian dilakukan secara sederhana. Ricardo Simanjuntak,
pakar hukum kepailitan Indonesia, menjelaskan bahwa UU Kepailitan memiliki struktur
kompleks karena dirancang untuk menegakkan prinsip good governance dalam dunia
usaha. Fungsi utama dari ketentuan ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan hukum
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yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang oleh debitur, yang telah jatuh tempo
dan memiliki dasar untuk ditagih.

Lebih jauh, Ricardo menyampaikan bahwa dalam perkembangan hukum, terdapat
penyesuaian terhadap subjek-subjek tertentu dalam penerapan hukum kepailitan. Salah
satu bentuk penyesuaian tersebut terlihat dalam SEMA No.3 Tahun 2023, yang merupakan
hasil rumusan Kamar Perdata Khusus. SEMA ini menegaskan terhadap pengembang
apartemen tidak lagi bisa mengajukan permohonan pailit dengan mekanisme pembuktian
sederhana.

SEMA merupakan produk hukum, bersifat pedoman bagi para hakim terkait
penyelesaian perkara. SEMA memiliki fungsi penting dalam mengisi kekosongan hukum
dan menjaga konsistensi penerapan hukum oleh badan peradilan. SEMA 3 Tahun 2023
diterbitkan sebagai tanggapan atas kebutuhan terkait batasan-batasan yang jelas terhadap
penerapan pembuktian secara sederhana, khususnya dalam perkara yang melibatkan
pengembang rumah susun.

Penerapan ketentuan ini memunculkan perdebatan, terutama karena belum adanya
definisi yang pasti mengenai "pembuktian tidak sederhana" dalam UU Kepailitan,
KUHPerdata, HIR, maupun dalam isi SEMA itu sendiri. Hal ini menimbulkan
ketidakpastian hukum di kalangan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha pengembang.
Mahkamah Agung melalui SEMA 3 Tahun 2023 memberikan arahan bahwa dalam perkara
kepailitan pengembang, pembuktian utang seringkali bersifat rumit karena melibatkan
banyak konsumen dan status kepemilikan yang berbeda-beda. Dengan demikian, kondisi
tersebut tidak memenuhi klasifikasi pembuktian secara sederhana sebagaimana bunyi Pasal
8 ayat (4) UU Kepailitan.

Kekhususan ini diberikan karena pengembang rumah susun kerap menghadapi
permasalahan kompleks, seperti keterbatasan pengelola, jumlah konsumen yang besar,
serta skema pre-sale yang menyebabkan kerentanan keuangan selama proses
pembangunan. Kondisi ini sering kali mengakibatkan wanprestasi seperti keterlambatan
pembangunan, penyerahan unit, atau bahkan proyek mangkrak karena utang tidak dapat
dibayarkan tepat waktu.

Secara gramatikal, frasa “tidak sederhana” jika dianalisis melalui metode interpretasi
bahasa, memiliki arti yang bertolak belakang dengan “sederhana”. Menurut KBBI, "tidak
sederhana" berarti berlebihan, rumit, dan memiliki banyak rincian, sehingga dari segi
bahasa hal tersebut tidak memenuhi klasifikasi pembuktian secara sederhana Pasal 8 ayat
(4) UU Kepailitan. Oleh sebab itu, pengajuan permohonan pailit oleh pihak pengembang
tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan Niaga, melainkan harus diajukan melalui
Pengadilan Negeri yang berwenang.

Penegasan atas makna "pembuktian tidak sederhana" juga tercermin dalam Putusan
Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara PT Sekar Artha Sentosa (PT SAS) Nomor 1349
K/Pdt.Sus-Pailit/2023 jo. Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. Mahkamah
menyatakan bahwa objek perkara berupa bangunan apartemen dengan status kepemilikan
yang berbeda-beda menunjukkan kompleksitas tinggi, sehingga tidak memenuhi unsur
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pembuktian secara sederhana Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Akibatnya, permohonan pailit
serta PKPU dalam perkara tersebut tidak dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga.

Putusan kasasi ini juga menyebutkan terhadap Pengadilan Niaga sebelumnya keliru
menerapkan judex facti, sehingga putusan kasasi dibatalkan. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa ketentuan dalam SEMA 3 Tahun 2023 dan praktik peradilan mengarah
pada pengakuan bahwa kepailitan pengembang apartemen tidak dapat diproses melalui
pembuktian sederhana karena kompleksitas fakta dan hubungan hukumnya. Maka dari itu,
penyelesaiannya dialihkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

Simpulan

Dalam sistem hukum Indonesia, pengajuan permohonan pailit mensyaratkan adanya
pembuktian sederhana sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 8 ayat (4)
UU Kepailitan. Namun, dalam hal pengajuan permohonan pailit yang melibatkan
pengembang apartemen, timbul permasalahan terkait dengan penerapan prinsip
pembuktian sederhana dalam konteks tersebut. Melalui SEMA No.3 Tahun 2023,
Mahkamah Agung menegaskan bahwa mekanisme pembuktian sederhana tidak dapat
digunakan dalam perkara pailit yang melibatkan pengembang rumah susun. Penegasan ini
dilandaskan pada kompleksitas hubungan hukum antara pengembang dan para
konsumen, serta perbedaan status kepemilikan unit-unit apartemen, yang menyebabkan
proses pembuktian utang tidak lagi memenuhi unsur kesederhanaan.
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